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Menimbang

Mengingat

]

—

KEPALA DESA MAOSLOR,

bahwa Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagei
penjabaran RPJM Desa;

bahwa RKP Desa menjadi dlasar penetapan APB Desa;
bahwa untuk melaksanakan Pasal 20 ayat (4) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Pedoman PPembangunan Desa;

hahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam buruf a, b dan ¢, perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1930 tentang
Pembentukan  Daerah-dacrah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa 7Vengah (Lembaran Negari
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42;;
Undang-Undang Momor 25 7“ahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321),
Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang "esa
(Lembaran Negara HKepublik Indonesia Tahun 20114
Nomor 7, Tambahan Lewmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ienizng
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S587]
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
‘rambahan Lembaran Nezara Republik Indonesia Nomar
5679);



10.

Peraturan Pemerintah Norrer 43 Tahun 201% tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambah#an
Lembaran Negara Republile Indonesia Nomior 5539
sebagaimana  telah  divbah dengan  TPeraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemcrintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undiang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negaia Republik
indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembarar Negara Republik Indoncsia Nomors717); dan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 teniang
Perubahan kedua atas peraturaa Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lemblaran
Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer
6321)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Negara [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomorl68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2z
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indon.:sia
Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembi ran Negara
Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis FPeraturan Di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2091);

peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang
pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan
Keputusan Musyawarah Desa [Berits Negara Republik
indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desq Tertinggal
dan ‘rransmigrasi Nomor 11 Tahun 2079 fentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor
6 Tahun 2020 tentang Perubahan pertama atas
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 20'9 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahin 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367) dan
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dirubah  kembali dengan Peraturan Menteri [Desa,
Pembangunan [Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomar
7 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dand Desa Tahun 2020 (Berita Negars
Republil Indonesia Tahun 2020 Nomor 632).

peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 teniang
Pedoman Lmum Pembangunan Ditsa dan
pemberdayaan Masyarkat [esa.

peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
Peraturan Menteri Desa, Pernbangunan Desa Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 3 Talun 2021 tentang
Pendafiaran, Pendataan dun Pemeringkatan, Pembiniin
dan Pengembapgan dan Pengadaan Berang/Jasa,
BumbDesa dan BUMDes Bersama.

Peraturan Menteri Keuangan Kepublik Indonesia Nomor
69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Ucraturan
Menteri Keuangan Nomor 222 {PMK.07 /2020 Tentang
Pengelolaan Dana Desa. _

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
94 /PMK.07 /2021 tentang Perubahan Atas Derajuran
Menteri Keuangen Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan
Pandemi Corona Virus Discase 2019 (Covid-19 dan
Dampaknya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indoneasla Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Bupati Cilacap Nowor 82 Taiun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak
Asal-usul dan Kewenangan Lokal berskali desa di
Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap
tahun 2018 Nomor 82); '

Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tenlang Tata
Cara Penvusunan Peraturan Di Desa (Berita Dacrah
Nomor 85 tanun 2017}, '

Peraturan Bupati Nomor 257 tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Nomor 257 tahun 2018);

Peraturan Bupati Cilacap Nomor 80 Tahun 2010
tentang  Petunjuk Teknis  Penyusunan  Rencans
Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana
Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Bupati Cilacap Nomor 101 Tahan 2020
tentang Rencana Kerja Pemerintoh Daerah.

Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Maoslor Tahun
Anggaran 2020-2025 (Lembaran Desa Nomor 3 tahun
2019);



Menetapkan

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAOSLOR
Dun
KEPALA DESA MAOSLOR

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2021

BAR 1
KETENTUAN UMUM

I'asal 1

Dalam Peraturan Desa ini vang dimaksud dengan |

l_.'Ji

10.

Daerah adalsh Kabupaten Cilacap.

Pemerintah  Daerah adalah Bupati dan perangkatl
dacrah sebagai unsur Senyelenggars pemerintahan
daernh.

Bupati adalah Bupati Cilacap.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Cilacap.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sehagai
Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap.

Camsat adalah Perangkat Daerah _-,.rnug'm::mpunyﬂi
wilayah kerja di tingkat K:camatan dalam Kabupaten
Cilacap.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum vang
memiliki batas wilayah yang Dberwenang untuk
mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan,
kepentingan  masyarakat sctempat berdasurkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam system
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempal
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala dess dibantu
perangkat desa sebagai unsur penvelenggara
pemerintahan desa.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa vang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah  tangga Desarya Jdan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintak

Daerah.



11,

12.

13.

14.

16.

17.

18.

19.

20.

Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana
Kewilayahan dan Pelaksanan Teknis.

Badan permusyawaralan Desa adalah lembaga vang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanva
merupakan wakil “dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan  wilayah dan  ditetapkan  secars

demokratis.
Lembaga Kemasyarakatan Desa atau discbut dengan

nama lembaga yang dibentuk oleh musyarakat sesuai
dengankebutuhan dan merupakan mitra pemerintahi
desa dalam memberdayvakan masyarakal
Kewenangan Desa adalah kewenangan vang dimiliki
Desa meliputi kewenangan di bidang penyeicnggarann
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
Pembinaan Kemasyarakatun Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Kewenangan Berdasarkan Hax Asal usul adalah hak
yang merupakan warisan yang masih hidup dan
prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai
dengan perkeinbangan kehidupan masyarakaf.
Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan
untuk mengatur dan  mengurus  kepentingan
masyarakat Desa yang telah difalankan oleh Desa atau
mampu dan efektif dijalankan pleh Desa atau vAng
muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa
masyarakal Desa.

Musyawarah Desa adalah musyawarali antara Uadan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat vang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa.

Peraturan di Desa adalah Peraturan vang mehput
Peraturan Desa, Peratura Bersama Kepala Desa dan
Peraturan Kepala Desa.

Peraturan Desa adalah peraturan  perundang-
undangan vang ditetapkan oleh Kepala Desi setelah
dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.

Peraturan Kepala Desa adalah Peraturin yang
ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
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Pembangunan Desa adalah upaya puningkatarn
kualitas hidup dan kehidupan untuk setesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa.

Perencanaan pembungunan Desa adalab  proses
tahapan  kegiatan yarg diselenggarakan oleh
pemerintah Desa dengan melibatkan EPD dan unsur
masyarakat secara partisipatil guna pemanfaatan dan
pengalokasian  sumber days Desa dalam rangka

mencapai tujuan pembangunan Desa.
Pembangunan Partisipatif  adalah  suatn sisten

pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan
perdesaan yang dikocrdinasikan olech Kepala Desa
dengar mengedepankan kebersamaan, kekelnargaan,
dan kegotongroyongan glna mewujudkan
pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial
Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian
dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif
masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informa s
terkait yang menggambarkan secara jelas dan lenzkap
kondisi serta dinamika masvarakat Desd.

Data Desa adalah gambaran menyclurul mengena,
potensi yang meliputi sumber daya alam, sumnber daya
manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana
prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yvang
dihadapi Desa.

Penggalian gagasan masyarakat adalah kegiatan yang
dilakukan untuk menemukenali masalah vang
dihadapi Desa, potensi dan peluang pendavagunaan
sumber daya Desa.

Musvawarah Dusun adalah wadah bersama antar
pelakil pembangunan di t'ngkat dusun untuk menggali
masalah, potensi dan memilih delegasi dusun ditingkat
dusun.

Utusan atau perwakilan Dusun adalah orang yang
dipilih dan disepakati serta memiliki kapasitas untuk
mewakili semua unsur yang ada ditingkat dusun.
Lokakarya Desa adalah wadah bersama antar pelaku
pembangunan ditingkat Desa untuk membahas hasil
musvawarah dusun ditingkat Desa.
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Rencana Pembangunan Jangkea Menengal, Desa yang
selanjutnya  disebut RPJM Desa adalah adalai
Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya thisebut
RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untulk
jangka waktu 1 (satuy) tahun.

Daftar Usulan RKP Desa adalah penjaberan RPJM
Desa vang menjadi bagian Jdari RKP Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah
Desa kepada Pemerintah Daerah meloloi mekanisme
perencanaan pembangunan Daerah.

pemberdayaan Masyarakat  Desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejaliteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, p-cﬂlaku. kemampuan, kesadaran serla
memanfaatkan  sumberdaya  melahn ' penetapan
kebijakan, program, Kegiatan dan pendampingan yang
sesuai dengan esensi mas¢lah dan prioritas kebutuhan
masyarakat desa.

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mem punvai
kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan
sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan
sebagai tempat permukiman perdesaan pelayanan
jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan
ckonomi.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajlban Desa
vang dapat dinilal dengan uang seria segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
selanjutnya  disingkat APB-Desa adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan desa  vang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah
desa dan Badan Permusvawaratan Desa, dan
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dar
kekavaan asl Desa, dibeli atau diperoieh atas beban
APB Desa atau perolehan hak lainnye yang sah.



98, Badan Usaha Milik Desa, sclanjutnya disebut BUM
[Jesa, adalah badan wusaha yang seluruh  atau
sehagaian besar modaley: dimiliki oleh Desa nelalui
penyertaan  Secara  langsung  yang berasa!  dan
kekavaan Desa yang dipisahkan guna meng-lola asset,
jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-
besarnva kesejahteraan masyarakat desa.

39. Barang Milik Desa adalah kekavaan milik desa berupa
barang bergerak dan ba-ang tida bergerak.

4()., Dana Desa adalah dana vang bersumber dari anggardrn
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan
bagi Desa vang ditransfer melalul  anggaran
pendapatan dan belanja deerah kabupaten dan
digunakan  untuk membiavai penvelenggarant
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemherdayaan masyarakat.

41, Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah
dana perimbangan yang diterima daernh dalam
Angegaran Pendapatan dan Belanja Naeali setelah
dikurangi Dana Alckasi Khusus.

42. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai
katakter desa vang meliputi data dasar keluarga,
potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia.
kelembagaan, prasarana dan sarana, weTta
perkembangan  kemajuan dan permasalaban  yang
dihadap di desa.

43. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa vang

44, Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yung harus
dilaksanakan sechingga Visi dapat terwujud secara
efektif dan efisien.

BAB 11
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2
(1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Maoslor Tahun ah2 ]
disusun dengan sistematiks sebagai berikut ;
BAB | : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
1.3. Dasar Hukum Penyusunan
1.4 Sistematika Penyusunan



BAB U @

EAB 1II :

BAB IV :

EVALUAS]I PELAKSANAAN RKP DESA
TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Kondisi Objektif Desa

2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa

Tahun Sebelumnya

2.2.1 Bidang Peyelenggaraan
pemerintahan Desa

2.2.2 Bidang Pelaksanaan
Pemoangunan Desa

2.2.3 Bidang * Pembisaan
Kemasyarakatan [esa

2.2.4 Bidang Peniberdavaan
Kemasvarakalan Desa

225 Bidang Penanggulangan
Bencana, Darurat dan
Mendesak Desa

0.3 Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun
Sebelumava

2.4. Permasalahan dan isu strategis
GAMBARAN  KEBIJAKAN  KEUANGAN
NDESA
3.1. Evaliasi Keuangan Desa Tabun
Sebeluinnya
3.2. Pagu Indikatif Desa
3.3. Pendapaten Asli Desa
3.4. Swadaya Masyarakat Lesa
3.5. Bantuan keuangan dari pihak ketiga
PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN
ANGGARAN DESA
4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan
Angparan Desa Yang Dikelola Oleh
Desa
4.1.1. Rencana Penvelenggaraan
Pemerintahan Desa
4.1.2. F:ncana . Pelaksanaan

Pemnbangunan Desa

4.1.3. Rencana Pembinaan
Kemasyarakatn Des.
4.1.4, Rencana Pemberdavaan
Masyarakat Desa
445 Rencana Penanggulangan
Bencana, Darural Mendesak
Desa
4.2. Prioritas Program, Kegiatan, Dan
Anggaran Desa Yang Dikeloia
Melalni Kerja Sama Antar Desa Dan
J Atau Kerja Sama Detgan Pihak
Kﬂﬁgjl.



4.3 Rencana Program Kegiatan Dan
Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh
Desa Sebagai Kewsnangan
Penugasan Dari Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, Dan

Pemerintih Kabupaten

BABV : PELAKSANA KEGIATAN DESA
BAB VI : PENUTUP
LAMPIRAN - LAMPIRAN

(2) Isi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun
2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Desa ini merupakan satu kesatuan dsn hagian vang tak
terpisahkan dari Pecaturan Desa ini.

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerje Pemerintah Desa Tahun 2021
merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan
Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masvarakat
dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2021.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 3. dilaksanakan secara trunsparan, partisipatil dan
akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembapgunan dengan
menvusun Rencana Kerja dan Anggaran (PKA), Da‘tar
Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjiwabkan
oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana a'am, Krisis
politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusnhan sosial yang
berkepanjangan: atau

b. terdapat perubahan mendasar atas  kebijakan
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau

Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa schagaimana dimaksud dalim Pasal 5
dihahas dan disepakati bersama dengan BFPO dalam
Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan
Peraturan Desa.



Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB
Desa Tahun Anggaran 2021,

Pasal 8

(1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai nilail
demokrasi, para anggolanya untuk  mengambil
keputusan yang dikoordinir oleh Tim Penvusun
RPJMDesa dalam forum Musyawarah Desa.

(2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum
Musyawarah Desa dalan’ perencanaan pembangunan
desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih
lanjut oleh Kepala Desa melalui Peraturan Kepala Desa.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap  orang mengetahui,  memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penen palannya
dalam Lembaran Desa.

I‘J’ilgtapkan di : Maoslor
Pada tanggal : 11 November 2021
KEPALA DESA MAOSLOR

Diundangkan di Desa Maoslor

pada tanggal 11 November 2021
SEKRETARIS DESA MAOSLOR

BAMBANG SUDIYONO

LEMBARAN DESA MAOSLOR TAHUN 2021 NOMOR 3



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAOSLOR
KECAMATAN MAOS KABUPATEN CILACAP

NOMOR 4 TAHUY 2021
TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAOSLOR,

a.

bahwa sesuai dengan ketentuan rasal 6 ay=t (5) Peraturan
Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 35 tahun 2017 tentang Tata
Cara Penyusunan Peraturan Di Desa bahwa rancangan
Peraturan Desa vang telah dikonsultasikan kepada
masyarakat disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD
untuk dibahas dan disepakati bersama;

bahwa Kepala Desa Maoslor Kecamatan Maos Kabupaten
Cilacap telah menyerahkan rancangan Peraturan Desa
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun
Anggeran 2021 kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Maoslor Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap pada tanggal

Agustus 2021;

bahwa pada tanggal Agustus 2021 teleh diadakan
musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Maos
Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap untuk membahas
rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada
huruf b bersama deagan Pemerintah Desa Maoslor
Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap;

bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD)] Maoslor
Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap menyetujuil rancangan
Peraturan Desa vang telah dibahas bersama sebagaimana
dimaksud pada huruf c;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d perlu menetapkan
Keputusan Badan Permusyawvaratan Desa (BFD) tentang
Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran
2021;



Mengingat

—
.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1930 tentang Pembentukan
Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 42): ;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2604 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nemor 9
Tahun 2015 tentang Perabahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
5679),

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undarg-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5717); den Peraluran
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua
atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2011 tenwang Doaa
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomorl68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2C |4

Tentang Dana Desa Yang Bersumbter Darn Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Nega-a (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaren
Negara Republik Indonesia Nomor 5694);



10.

13\

12.

13.

14.

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Repuhblik
Indoaesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata
Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyvawarah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
159);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Priorilas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012); sebagaimana dirubah
dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan pertama atas [eraturan Menteri Desa,
Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11
Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
367) dan dirubah kembali dengan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7
Tihun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturen
Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan
Transmigrasi Nomer 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Repub.ik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 632).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarkat Desa,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. |

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran,
Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan den
Pengembangan dan Pengadaan Barang/.Jasa, BumDesa dian
BUMDes Bersama.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomaor
69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menten
Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan
Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
94 /PMK.07/2021 tentang Perubshan Atas Peraturan Menter
Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021

dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19 dan Dampaknya.



Menetapkan
KESATU

KEDUA

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomeor 1037}

17. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 82 Tehun 2018 tentang
Dafiar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-usul dan
Kewenangan Lokal berskala desa di Kabupaten Cilacap
(Berita Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2018 Nomor 82);

18. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara
Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Nomor 85
tahun 2017);

19. Peraturan Bupati Nomor 257 tahun 2018 fentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Nomor 257 tahun
2018);

20. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

91. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 101 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

92. Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Maoslor Tahun
Anggaran 2020-2025 (Lembaran Desa Nomor 3 tahun 2019};

MEMUTUSKAN

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan
Rencana Kerja-Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 Desa
Maoslor Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap .

Pasal 1
(1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Maoslor Tahun
2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB | : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
1.3. Dasar Hukum Penyusunan
1.4. Sistematika Penyvusunan
BAB 1l : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN
SEBELUMNYA
2.1. Kondisi Objektif Desa
2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun
Sebelumnya ,
2.2.1 Bidang Peyelenggaraan pemerintahan
Desa
2.2.2 Bidang Pelalisanaan Pemnbangunar
Desa



2.2.3 BRidang Pembinaan Kemasyarakatan
Desa _

2.2.4 Bidang Pemberdayaan
Kemasyvarakatan Desa

2.2.5 Bidang Penanggulangan Bencana,
Darurat dan Mendesak Desa

2.3 Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun
Sebelumnya

2.4, Permasalahan dan isu strategis
BAB 1l : GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAR DESA
3.1. Evaluasi Keuangan Desa Sebelum
Perubahan
3.2. Pagu Indikatif Desa
3.3. Pendapatan Asli Desa
3.4. Swadaya Masyarakat Desa
3.5. Bantuan keuangan dari pihak ketiga
BABIV: PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN
ANGGARAN DESA
4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran
Desa Yang Dikelola Oleh Desa
4.1.1,Rencana Penyelenggaraan
Pemerintahar Desa
4.1.2.Rencana Pelaksanaan Pembangunan

Desa

4. |.3.Rencana Pembinaan Kemasyaracatn
Desa

4.1.4.Rencana Pemberdayaan Masvarakat
Desa

4.1.5.Pencana Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

4,2. Prioritas Program, Kegiatan, Dan Angga-an
Desa Yang Dikelola Melalui Kerja Sama
Antar Desa Dan / Atau Kerja Sama Dengan
Pihak Ketiga.

4.3. Rencana Program Kegiatan Den Anggaran
Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai
Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, Dan
Permmerintah Kabupaten

BABV : PELAKSANA KEGIATAN DESA
BAB VI : PENUTUP

(2) Isi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | Peraturan Desa
ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang 1ak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.



RETIGA

KEEMPAT

(3) Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun tercantum
dalam Lampiran Il Peraturan Desa ini meriipakan satu
kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan

Desa ini.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tehun 2021
merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa,
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam

pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2021
Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tangeal diundanglan.

Agar setiap orang mengetahui, inemerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ‘ni dengan penempatannya dalam lembaran
Desa Maoslor.

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini menjadi
dokumen dalam hal penetapan, pengandangan ocleh pemerintah
desa dan pengajuan klarifikasi Peraturan . Desa sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU oieh Kepala Desa Maoslor
Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap kepada Camat.

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini berlalku sejak
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Maoslor
Pada tanggal 11 November 2021

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN

MASNGUDI



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DESA MAOSLOR
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAOSLOR
NOMOR 3 TAHUN 2021
3 TAHUN 2021
TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCARGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertandatangan di bawah ini :

1.

Nama : MUKTI IRIYADI
Jabatan : Kepala Desa Maoslor
Alamat . Jalan Raya Maoslor No. 83 Desa Maoslor

Kecamatan Maos Cilacap, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Desa Maoslor
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

a. Nama ;. MASNGUDI
Jabatan ; Ketua BPD Desa Maoslor
b. Nama : Drs SARTOYO, MM
Jabatan . Anggota BPFD
¢c. Nama « Drs. BASUKI BUDI SANTOSO, MM
Jabatan : Anggota BPD
d. Nama : RAKHMAT BASUKI
Jabatan : Anggota BPD
e. Nama : KARSONO

Jabatan :  Anggota BPD

|



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAPR
KECAMATAN MAOS

DESA MAOSLOR

Ji. Raya Maosfor No. 83 Maos — Cilacap 53272 Telp. ( 0282 ) 5265091

Manglor, 8 November 2021

Nomor - 05/200 /X1/2021 Kepada:
vyth. \. Ketua dan Anggota BPD Manslor
1. Perangkat Desa Maoslor
di —
MAOSLOR

Lamp. i =

Hal - Undangan

Dengan hormat,
Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dengan ketentuan scbagai berikut:

Hari/ Tanggal - Kamis, 11 November 2021

Wakitu . Pukul 20.00 WIB s.d. selesai
Tempat - Aula Rembug Desa Maoslor
Acara . . Pembahasan Draft Rancangan Perdes tentang Ferubahan
RKPDes Tahun Anggaran 2021
- Penetapan Perdes Perubahan RKPDes Tahun Anggaran 2021
- Lain-lain
Catatan - - Mematuhi Protokol Kesehatan COVID-19

Demikian Surat undangan ini dibuat, atas perhatian dan kehadiannys kami

ucapkan terima kasih.
Kepala Desa Maoslor
_,W i i
/7

MUKTI IRTYADI



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

KECAMATAN MAOS
DESA MAOSLOR

Jalan Raya Maosior No.83 Telp No : (0282 ) 5502934 Mans 53272 Maos Cilaca,
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FOTO KEGIATAN PEMBAHASAN DAN PENETAPAN
PERUBAHAN RKPDES TAHUN ANGGARAN 2021




